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PERATURAN KOMISI INFORMASI 

NOMOR 1 TAHUN 2010 
TENTANG 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI INFORMASI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 
ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan 
Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu 
menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar 
Layanan Informasi Publik 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 
nonelektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta 
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau 
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 
negeri. 

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut 
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan 
Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana 
dimaksud pada Peraturan ini. 

5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang 
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang 
bersangkutan.  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK. 
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6. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai 
sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang 
bertujuan memudahkan perolehan informasi publik. 

7. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara 
sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah 
penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

8. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. 

9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau 
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Pasal 2 
Peraturan ini bertujuan untuk: 
memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan 

Informasi Publik; 
meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk 

menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; 
menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi 

Publik; dan 
menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 
BAB II 

BADAN PUBLIK 
Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup Badan Publik 
Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup: 
a. lembaga eksekutif; 
b. lembaga legislatif; 
c. lembaga yudikatif; 
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d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah; 

e. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, 
dan/atau luar negeri; 

f. partai politik; dan 
g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 

(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum 
pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3) Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Bagian Kedua 
Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi 

Pasal 4 
Badan Publik wajib: 
a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan 

Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini; 
b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk 

mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; 
c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab serta wewenangnya; 
d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi 

Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk 

papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, 
serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; 

f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; 
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g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik 
atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; 

h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di 
dalam Peraturan ini; 

i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 
Informasi Publik yang mengajukan keberatan; 

j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik 
sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada 
Komisi Informasi; dan 

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan 
Informasi Publik pada instansinya. 

Pasal 5 
Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi 
yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan 
wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. 

Bagian Ketiga 
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID 

Pasal 6 
PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi 
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi 
Publik. 

Pasal 7 
(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan 

pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik. 
(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID 

bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara 
fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: 
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; 
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. 

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID 
bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai 
oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan 
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